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ABSTRAK

Aborsi paksa merupakan tindakan seseorang yang dilakukan dalam bentuk
memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman
kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau
menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, hal
tersebut tentu saja menimbulkan gangguan psikologis kesehatan reproduksi bahkan
kehilangan nyawa. Berdasarkan aduan yang diterima oleh KOMNAS Perempuan
telah tercatat 147 kasus aborsi paksa pada tahun 2016-2021, dimana pelakunya
beragam mulai dari orang tua, pacar, dan juga suami. Sayangnya walaupun sudah
tercatat cukup banyak, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur
secara eksplisit tentang aborsi paksa. Kekosongan hukum tersebut menyebabkan
wanita yang dipaksa melakukan aborsi memiliki kedudukan sbagai pelaku utama
tindak pidana aborsi sehingga rentan dijatuhkan hukuman pidana, padahal wanita
tersebut mengalami bentuk-bentuk pemaksaan yang menyebabkan gangguan
psikologis kesehatan reproduksi bahkan kehilangan nyawa. Untuk itu penulisan ini
akan membahas mengenai kedudukan wanita yang dipaksa melakukan aborsi
sebagai korban, serta perlindungan hukum apa yang dapat digunakan sebagai
alternatif lain bagi wanita yang dipaksa melakukan aborsi selama belum ada hukum
yang mengatur tentang aborsi paksa. Perlindungan hukum tersebut ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata kunci: Aborsi, Aborsi Paksa, Korban, Perlindungan Hukum Bagi Korban.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bripda Randy merupakan salah seorang angota Polisi Republik
Indonesia (Polri) yang menjadi tersangka atas tindakan pemaksaan aborsi
terhadap kekasihnya yaitu Novia Widyasari.* la memaksa kekasihnya yang telah
hamil sebanyak dua kali untuk melakukan aborsi disertai dengan ancaman dan
kekerasan, tidak hanya itu keluarga dari Bripda Randy juga mendukung penuh
tindakan aborsi yang dilakukan pada Novia Widyasari.? Alasan atas pemaksaan
aborsi yang dilakukan oleh Bripda Randy adalah belum siapnya ia menikahi
Novia Widyasari karena ingin mengejar karier.® Sedangkan keluarga dari Bripda
Randy juga beralasan bahwa kakak dari Bripda Randy belum menikah serta
menyatakan bahwa Novia Widyasari sengaja menjebak Bripda Randy untuk
menikahinya.* Dengan begitu Bripda Randy memaksa Novia Widyasari untuk
mengkonsumsi pil KB, obat-obatan, serta jamu-jamuan untuk menggugurkan
janinnya.®

Dengan segala bentuk tekanan dan paksaan yang dilakukan Bripda
Randy akhirnya Novia Widyasari melakukan aborsi dimana hal tersebut
membuat korban menjadi depresi yang akhirnya mengakhiri hidupnya dengan
menenggak racun hingga tewas.® Maka dengan itu Bripda Randy sebagai
tersangka dinyatakan bersalah dengan diberikan sanksi administrasi serta sanksi
pidana.” Sanksi administrasi tersebut adalah pemecatan atau pemberhentian
dengan tidak hormat, sedangkan sanksi pidananya adalah dipidana penjara

selama 5 tahun atas dasar Pasal 348 KUHP dimana ia terbukti sah melakukan

1 CNN Indonesia, Kasus Aborsi Paksa, Hukuman Bripda Randy Ditambah jadi 5 Tahun Penjara,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220715051246-12-821808/kasus-aborsi-paksa-
hukuman-bripda-randy-ditambah-jadi-5-tahun-penjara. Diakses pada 25 November 2022

2 Ibid.

3 Ibid.

4 Ibid.

5 Ibid.

6 Ibid.

7 Ibid.



https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220715051246-12-821808/kasus-aborsi-paksa-hukuman-bripda-randy-ditambah-jadi-5-tahun-penjara
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220715051246-12-821808/kasus-aborsi-paksa-hukuman-bripda-randy-ditambah-jadi-5-tahun-penjara

tindak pidana dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan seorang
perempuan dengan seizin perempuan itu antara lain adalah Novia Widyasari.®
Kasus ini merupakan salah satu kasus aborsi paksa yang dilakukan kepada
wanita.

Aborsi paksa terdiri dari dua kata yaitu aborsi dan paksa, aborsi sendiri
memiliki arti sebagai pengeluaran hasil konsepsi dari uterus secara prematur
pada umur di mana janin itu belum bisa hidup di luar kandungan pada umur 24
minggu.® Sedangkan kata paksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) memiliki arti sebagai mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun
tidak mau. Maka aborsi paksa memiliki arti sebagai tindakan pemisahan janin
dari tubuh ibunya sebelum waktu atau yang dapat disebut dengan pengguguran
janin yang dilakukan karna terdapat tekanan, paksaan, dan ancaman dari pihak
lain. Diketahui bahwa tindakan aborsi yang dipaksa oleh pihak lain, terkadang
juga disertai dengan perilaku kekerasan.*®

Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasa terhadap Perempuan
(KOMNAS Perempuan) aborsi paksa merupakan tindakan seseorang yang
dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan
kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan,
penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak
mampu memberikan persetujuan, hal tersebut tentu saja menimbulkan gangguan
psikologis kesehatan reproduksi bahkan kehilangan nyawa.!! Biasanya tindakan
aborsi paksa dilakukan oleh orang-orang terdekat korban seperti orang tua,

suami, pacar dan pihak-pihak lainnya.*? Jika dikategorikan maka wanita yang

8 Ibid.

% Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi (Jakarta: Kompas, 2006), HIm. 32

10 Elliot Institute, Forced Abortion in America: A Special Report, 1978,
https://www.theunchoice.com/pdf/FactSheets/Force dAbortions.pdf diakses pada tanggal 14
September 2022

11 Komnas Perempuan, Apa perbedaan antardelik Tidan Pidana Kekerasan Seksual,
https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf file/2018/RHK%202018/Risalah%
20RUU%20KS/7.%20Perbedaan%20antardelik%20Tindak%20Pidana%20Kekerasan%20Seksual.
pdf diakses pada tanggal 14 September 2022

12 Sjaran Pers Komnas Perempuan, Mewujudkan Akses dan Layanan Aborsi Aman Legal bagi
Perempuan Korban Perkosaan sebagai Upaya Pemenuhan HAM  Perempuan,
https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-
hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021 diakses pada tanggal 14
September 2022



https://www.theunchoice.com/pdf/FactSheets/Force%20dAbortions.pdf
https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2018/RHK%202018/Risalah%20RUU%20KS/7.%20Perbedaan%20antardelik%20Tindak%20Pidana%20Kekerasan%20Seksual.pdf
https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2018/RHK%202018/Risalah%20RUU%20KS/7.%20Perbedaan%20antardelik%20Tindak%20Pidana%20Kekerasan%20Seksual.pdf
https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2018/RHK%202018/Risalah%20RUU%20KS/7.%20Perbedaan%20antardelik%20Tindak%20Pidana%20Kekerasan%20Seksual.pdf
https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021
https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021

melakukan aborsi akibat paksaan atau tekanan termasuk ke dalam abortus
provocatus criminalis atau dapat disebut dengan aborsi ilegal.

Menurut Monica Frederico keputusan aborsi secara ilegal dapat
dipengaruhi oleh faktor sosial maupun faktor negara. Faktor sosial yang
mempengaruhi pengambilan keputusan dalam melakukan aborsi ilegal antara
lain adalah: status perkawinan, tingkat kemandirian ekonomi dan pendidikan,
faktor interpersonal, faktor penentu sosial seperti norma sosial dan norma agama
serta stigma yang dianut masyarakat mengenai hubungan seks di luar
pernikahan, faktor wusia perempuan. Sedangkan faktor negara yang
mempengaruhi pengambilan keputusan aborsi secara ilegal antara lain adalah:
pendidikan seks dan pengetahuan kesehatan reproduksi, sistem pelayanan
kesehatan, dan undang-undang aborsi.*®* Aborsi illegal atau Abortus Provocatus
Criminalis, tentu saja diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana
(KUHP).

Biasanya aborsi ilegal dilakukan terhadap Kehamilan Yang Tidak
Diinginkan (KTD), Kehamilan Yang Tidak Diinginkan (KTD) terdiri dari
kehamilan yang tidak tepat waktu, serta kehamilan yang tidak diinginkan sama
sekali hal tersebut disebabkan karena berbagai macam alasan seperti belum
siapnya wanita yang mengandung tersebut menjadi orang tua, pergaulan bebas
yang menyebabkan kehamilan di luar nikah, dan lain sebagainya.'* Menurut
perspektif feminisme, KTD merupakan salah satu permasalahan reproduksi dan
seksualitas perempuan.'® Jika dilihat dari data hasil penelitian maka dapat
diketahui terdapat 121 Juta kasus KTD setiap tahunnya pada tahun 2015-2019.
Sedangkan menurut tingkat global terdapat 64 dari 1000 wanita berusia 15-49
Tahun yang mengalami KTD. Dan dari kehamilan yang tidak diinginkan
tersebut 61% berakhir dengan aborsi.*6

13 Ménica Frederico, dkk, Factors Influencing Abortion Decision-Making Processes Among Young
Women, International Journal of Environmental Research and Public Health (No 15, 2018), him 329
14 Febriana, Liza, Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kehamilan Tidak Diinginkan di Indonesia
Tahun 2017, (disampaikan pada Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official
Statistics dalam mendukung Implementasi SDG’), him. 1042.

15 sali Susiana, Aborsi dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan, Info Singkat Kesejahteraan
Sosial (Vol VIII, No. 06/11/P3DI/Maret/2016), him. 11.

16 Rini, Ketika Aborsi Menjadi Pilihan: Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Melakukan Aborsi,
Jurnal IKRAITH-HUMANIORA (Vol 6 No 1, 2022), him. 79.



Berdasarkan aduan yang diterima oleh KOMNAS Perempuan maka
tercatat 147 kasus aborsi paksa pada tahun 2016-2021, dimana pelakunya
beragam mulai dari orang tua, pacar, dan juga suami.*” Walaupun sudah tercatat
tingginya angka kasus aborsi paksa, belum ditemukan peraturan yang secara
eksplisit mengatur tentang aborsi paksa. Tetapi jika dilihat dalam Pasal 347 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 1/1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU
1/1946 KUHP) yang menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan
kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan
pidana penjara paling lama dua belas tahun.”
Pasal 464 ayat (1b) UU Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (UU 1/2023 KUHP) juga menyatakan:

“Setiap Orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan

tanpa persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 12 (dua belas) tahun.”
Kedua ketentuan tersebut tersebut mengakui adanya aborsi paksa dengan
mencantumkan kata ‘tanpa persetujuannya’ yang dengan kata lain adalah
perempuan tersebut terpaksa. Persetujuan atau consent secara umum memiliki
arti sebagai pemberian persetujuan yang tidak dipaksakan (voluntary
agreement).'® PIt. Direktur Jenderal Diktiristek mengatakan bahwa persetujuan
atau consent dalam isi beleid mengacu kepada pemaksaan terutama dalam relasi
kekuasaan dan/ atau gender.!® Itu sebabnya kata ‘tanpa persetujuan’ dapat
diartikan sebagai paksaan oleh pihak lain kepada wanita untuk melakukan
aborsi.

Sayangnya selain Pasal 347 UU 1/1946 KUHP dan Pasal 464 ayat (1b)

UU 1/2023 KUHP tidak ada lagi peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai

17 Komnas Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Aborsi Aman
Internasional, 28 September (Jakarta 29 September 2021),
https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-
memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021

18 Kartika Paramita, Memiliki Konsep ‘consent’ dalam Ilmu Hukum: Benarkah Mendorong
Hubungan Seks Di Luar Pernikahan?, https://theconversation.com/menilik-konsep-consent-dalam-
ilmu-hukum-benarkah-mendorong-hubungan-seks-di-luar-pernikahan-158081

19 Rizki Rahmasari, Analisa Makna ‘Persetujuan’ dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021
terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya
Legitimasi terhadap Perzinaan, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol 3 No 1 (Maret 2022),
him 84.
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aborsi paksa. Sehingga dengan adanya Pasal 346 UU 1/1946 KUHP yang
mengatakan bahwa:
“Setiap wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan
kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun”
Serta Pasal 463 ayat (1) UU 1/2023 KUHP yang menyatakan bahwa:
“Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun.”
Wanita yang melakukan aborsi karena terdapat tekanan dan paksaan rentan
dipidana, padahal wanita tersebut mengalami bentuk-bentuk pemaksaan seperti
kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan dan lainnya yang dapat
menyebabkan gangguan pskikologis, gangguan kesehatan seksual, bahakan
dapat menyebabkan kehilangan nyawa. Tetapi sampai saat ini belum ada aturan
yang mengatur tentang aborsi paksa walaupun KOMNAS Perempuan telah
mengusulkan diatur dalam perundang-undangan sebagai salah satu tindak
pidana kekerasan seksual.?® Maka diperlukannya alternatif lain yang dapat
melindungi wanita yang dipaksa melakukan aborsi.

Menurut Muladi korban adalah orang-orang yang baik secara individual
maupun Kkolektif yang menderita kerugian, termasuk kerugian fisik maupun
mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya
yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana
di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.?! Sedangkan
menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (UU 31/2014 PSK) menyatakan bahwa:

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental,
dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”
Dari pengertian-pengertian korban di atas, diketahui bahwa wanita yang
melakukan aborsi akibat paksaan dan tekanan dengan segala jenis kerugian yang

dialaminya seharusnya dapat juga dikatakan sebagai korban dari bentuk dari

20 Anu Damarjati, KOMNAS Perempuan: Hapus Aborsi Dari Daftar Kekerasan Seksual UU TPKS,
https://news.detik.com/berita/d-6010066/komnas-perempuan-hapus-aborsi-dari-daftar-
kekerasan-seksual-ruu-tpks (diakses pada tanggal 15 Juli 2023, pukul 19.17 WIB)

21 Muladi, Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana (Bandung: PT. Alumni, 1992), him.
84.
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pemaksaan dan berhak memperoleh perlindungan. Untuk itu dari pernyataan-
pernyataan yang telah diuraikan di atas, maka timbulah beberapa permasalahan
hukum yaitu apakah perempuan yang dipaksa melakukan aborsi juga merupakan
korban, tetapi dengan adanya Pasal 346 UU 1/1946 KUHP dan Pasal 463 ayat
(1) UU 1/2023 KUHP menjadikan wanita tersebut juga dapat dikenakan pidana,
sehingga apakah hal tersebut memenuhi rasa keadilan daripada wanita yang
dipaksa melakukan aborsi, lalu perlindungan hukum apa yang dapat diberikan

kepada wanita yang dipaksa melakukan aborsi tersebut.

1.2. Rumusan Masalah
Penelitian ini merupakan penelitian yang melihat dari sudut pandang
viktimologi dengan mempertanyakan apakah kedudukan wanita yang dipaksa
aborsi termasuk sebagai korban, dengan begitu perlindungan hukum apa yang
dapat diberikan kepada wanita yang dipaksa melakukan aborsi tersebut. Dari
uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian lebih dalam dengan mengangkat
“Perlindungan Hukum Bagi Wanita Sebagai Korban Aborsi Paksa” sebagai
judul penelitian. Maka dapat dirumuskan beberapa indentifikasi masalah, yaitu:
1. Mengapa wanita yang dipaksa melakukan aborsi dapat disebut sebagai
korban?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi wanita selaku

korban aborsi paksa?

1.3. Manfaat dan Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka
terdapat beberapa manfaat dan tujuan untuk menjawab identifikasi masalah di
atas, yaitu:
1. Mengetahui kedudukan wanita yang dipaksa melakukan aborsi
2. Mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada wanita

sebagai korban aborsi paksa



1.4. Metode Penelitian
Metode penelitian hukum yang dipakai di dalam penelitian ini adalah
yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang
dilakukan dengan menelaah bahan pustaka untuk menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip  hukum, serta doktrin-doktrin hukum untuk menjawa
permasalahan hukum yang ada.?? Penulis menggunakan metode penelitian
hukum yuridis-normatif untuk melakukan penelitian mengenai aborsi paksa.
Dalam melakukan penelitian dengan metode tersebut maka dibutuhkan sumber-
sumber hukum, yaitu:
a. Sumber hukum primer
Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki
kekuatan mengikat.?® Sehingga jika dilihat dari penelitian ini maka
sumber hukum yang akan digunakan adalah:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (UU 1/1946 KUHP)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (UU 1/2023 KUHP)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU
36/2009 Kesehatan)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan
Saksi dan Korban (UU 31/2014 PSK)
b. Sumber hukum sekunder
Sumber hukum sekunder merupakan literature-literatur yang
mendukung sumber hukum primer sehingga penelitian dapat dilakukan
dengan pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang ada.
Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan buku, jurnal, artikel,
serta makalah hukum yang dicetak maupun elektronik sebagai sumber
hukum sekunder untuk menunjang objek penelitian dalam penulisan ini.

c. Sumber hukum tersier

22 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Cet 2 (Jakarta: Kencana, 2008), him 29.
23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), him.

23.



Sumber hukum tersier merupakan sumber hukum yang mendukung

sumber hukum primer serta sekunder antara lain adalah Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI) serta lama internet yang digunakan untuk

memahami istilah-istilah hukum yang terkait dalam pembahasan

penulisan hukum ini. Tidak hanya itu penulis juga melakukan
wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk lebih
mendukung objek penelitian.

Penelitian ini juga akan menggunakan metode analisis data, dimana
metode ini dilakukan sebagai upaya pengolahan data untuk menjadi informasi
baru yang terkait dengan bahasan penelitian agar penelitian dapat lebih mudah
dimengerti dalam mencari solusi permasalahan. Dengan sumber-sumber hukum
yang ada peneliti dapat melakukan analisis data secara deskriptif analisis.
Deskriptif analisis merupakan metode yang digunakan dalam mendesktripsikan
objek penelitian melalui data yang didapatkan dari teknik kepustakaan, seperti:
pencarian buku, literatur, serta bahan-bahan bacaan lainnya. Hal-hal tersebut
dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Sehingga penelitian ini
menggunakan pendekatan secara yuridis serta juga menggunakan dokumen-

dokumen dalam penjelasan antara hukum serta viktimologi.

1.5. Rencana Penulisan Laporan
Rencana Penulisan Laporan ini akan dibagi menjadi 4 bab. Pembagian

tersebut dilakukan secara sistematis agar maksud dari pembahasan-pembahasan
yang akan diuraikan tersampaikan dengan baik. Tiap-tiap bab terdiri dari
beberaapa sub bab yang akan menjelaskan mengenai duduk permasalahan yang
akan diteliti. Pembagian bab tersebut terdiri dari:
BAB1 PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan sub bab — sub bab mengenai pendahuluan

antara lain adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian
BAB Il ABORSI DAN KORBAN ABORSI PAKSA

Bab ini akan memaparkan tinjauan umum mengenai aborsi seperti:

pengertian aborsi, macam-macam aborsi, faktor pengambilan



BAB Il1

BAB IV

keputusan aborsi, peraturan mengenai aborsi, pelaku tindak pidana
aborsi. Lalu akan dipaparkan juga kasus-kasus aborsi paksa serta
aborsi paksa menurut KUHP. Dalam kaitannya dengan daya paksa
maka bab ini akan memaparkan tinjauan umum mengenai daya paksa
pengertian daya paksa, alasan pemaaf dan pembenar, bentuk-bentuk
daya paksa, syarat-syarat daya paksa, serta terdapat analisis daya
paksa dalam tindakan aborsi paksa. Dan untuk membahas rumusan
masalah yang pertama maka akan dipaparkan juga pengertian korban,
dan analisis wanita sebagai korban aborsi paksa sebagai jawaban dari
rumusan masalah pertama.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA KORBAN
ABORSI PAKSA

Bab ini akan memaparkan tinjauan umum mengenai perlindungan
hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban ditinjau dari
UU 36/2009 Kesehatan; UU 1/2023 KUHP; Serta UU 31/2014 PSK,
dan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua maka akan
dipaparkan analisis perlindungan hukum yang dapat diberikan pada
wanita korban aborsi paksa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menjabarkan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan
yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya. Lalu akan dipaparkan
juga saran terkait solusi bagi pokok permasalahan yang menjadi objek

bahasan dalam penelitian ini.



	6051901086-Bagian 1
	6051901086-Bagian 2
	6051901086-Bagian 3
	6051901086-Bagian 4
	ABSTRAK

	6051901086-Bagian 5
	DAFTAR ISI

	6051901086-Bagian 6
	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Rumusan Masalah
	1.3. Manfaat dan Tujuan Penelitian
	1.4. Metode Penelitian
	1.5. Rencana Penulisan Laporan



